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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Musyawarah Adat (BMA)
Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pesta pernikahan ditinjau
dari perspektif Figih Siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BMA Kaur menjalankan strategi seperti mediasi adat, penyuluhan moral
dan nilai agama, penegakan sanksi adat, serta optimalisasi pelaksanaan Perda Adat Kabupaten
Kaur Nomor 1 Tahun 2023. Implementasi ini mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dan
ahlul halli wal aqdi dalam Figih Siyasah yang mengedepankan keadilan sosial, maslahat umum,
dan kepastian hukum. Kendati demikian, penerapan perda ini masih menghadapi tantangan
dalam konsistensi pelaksanaan di lapangan. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi
antara BMA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan efektivitas
kebijakan adat.

Kata Kunci: Badan Musyawarah Adat (BMA), Strategi Dakwah, Dampak Negatif Pesta
Pernikahan, Figih Siyasah, Adat Istiadat, Kabupaten Kaur

Pendahuluan

Pesta pernikahan merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat
Indonesia, termasuk di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini tidak hanya berfungsi
sebagai sarana pengesahan ikatan pernikahan secara adat dan agama, tetapi juga sebagai media
ekspresi budaya, simbol status sosial, serta sarana memperkuat relasi sosial di antara anggota
masyarakat (Sari et al., 2022). Namun demikian, pelaksanaan pesta pernikahan di wilayah ini
kerap mengalami pergeseran makna, di mana nilai-nilai adat dan ajaran agama mulai tergerus
oleh budaya konsumtif, hedonistik, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan norma lokal
dan syariat Islam, seperti adanya hiburan berunsur vulgar, penyelenggaraan pesta secara
berlebihan, bahkan melibatkan unsur perjudian (Hasanah & Syarif, 2023; Kurniawan et al.,
2022).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya dilema sosial dan budaya di masyarakat
adat yang belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai adat dengan nilai keislaman secara
harmonis. Pergeseran nilai ini juga disinyalir sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi
budaya yang masuk tanpa filter, sehingga mendorong masyarakat untuk berlomba
menunjukkan prestise melalui pesta pernikahan yang mewah dan berlebihan (Prasetyo &
Ma’arif, 2021). Selain berpotensi mencederai nilai-nilai adat, gejala ini juga memunculkan
potensi konflik sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan degradasi moral generasi muda (Lestari
& Rahmawati, 2022).

Dalam konteks ini, peran lembaga adat menjadi sangat strategis. Badan Musyawarah
Adat (BMA) Kabupaten Kaur sebagai representasi otoritas adat di daerah tersebut diharapkan
mampu menegakkan aturan adat yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan
masyarakat kontemporer (Hakim & Yusnita, 2023). Pemerintah Kabupaten Kaur mengesahkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat (BMA), yang
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memberikan kewenangan penuh kepada BMA untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan
persoalan adat, termasuk pelaksanaan pesta pernikahan (Kaur Regency Government, 2023).

Dalam perspektif Figih Siyasah, kehadiran BMA dapat dianalisis melalui konsep
siyasah dusturiyah dan ahlul halli wal aqdi, yaitu otoritas yang mewakili masyarakat dalam
pengambilan keputusan strategis demi kemaslahatan umum (Asrorun Ni’am, 2022). Figih
Siyasah menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, keadilan sosial, dan nilai
maslahat sebagai landasan utama pengambilan keputusan publik (Fauzi & Muharom, 2023).
Oleh karena itu, implementasi kebijakan adat oleh BMA harus memenuhi prinsip-prinsip
keadilan, partisipasi masyarakat, serta penegakan nilai syariat Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi BMA Kabupaten
Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan? (2) Bagaimana implementasi
strategi tersebut dalam perspektif Figih Siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peran dan strategi BMA dalam mengelola fenomena pesta pernikahan melalui pendekatan Figih
Siyasah, guna memberikan kontribusi teoritik dan praktis bagi pengembangan tata kelola sosial
keagamaan di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait peran kelembagaan
adat dalam konteks tata kelola masyarakat Islam Indonesia kontemporer, khususnya dalam
menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi budaya yang berdampak pada perubahan
nilai-nilai lokal (Rahmawati et al., 2022; Nugroho & Fauzan, 2023). Dengan demikian,
penelitian ini relevan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, praktisi adat, serta akademisi
dalam merancang strategi pelestarian budaya lokal yang berlandaskan pada prinsip keislaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan secara mendalam fenomena sosial
budaya terkait peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur dalam meminimalisir
dampak negatif pesta pernikahan dalam perspektif Figih Siyasah. Penelitian kualitatif deskriptif
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, serta interpretasi yang
berkembang di kalangan tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah, serta masyarakat adat
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pesta pernikahan di daerah tersebut (Creswell &
Poth, 2018).

Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, karena wilayah ini
merupakan salah satu daerah di Sumatera yang secara resmi menerapkan lembaga adat BMA
melalui dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Peneliti memilih informan secara
purposive, yaitu mereka yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Informan
terdiri atas pengurus BMA Kabupaten Kaur, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah
daerah yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengawasan adat istiadat, khususnya dalam
penyelenggaraan pesta pernikahan. Teknik purposive sampling dipilih karena dinilai efektif
dalam studi kualitatif untuk menjaring data dari sumber-sumber yang relevan dan berkompeten
(Sugiyono, 2021).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam
(in-depth interview) dilakukan kepada para informan terpilih. Wawancara ini bersifat semi-
terstruktur untuk menggali secara terbuka berbagai informasi mengenai strategi, kendala, serta
bentuk implementasi BMA dalam pengawasan pesta pernikahan. Teknik wawancara ini
bertujuan memperoleh pandangan subjektif para pemangku kepentingan terkait, sekaligus
mengungkap pemahaman mereka tentang hubungan antara adat dan prinsip Figih Siyasah
(Kvale & Brinkmann, 2015).
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Kedua, peneliti melakukan observasi partisipatif dalam sejumlah kegiatan adat,
terutama prosesi pesta pernikahan yang dilangsungkan di berbagai kecamatan di Kabupaten
Kaur. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan norma adat di
lapangan, peran BMA dalam mengawasi kegiatan tersebut, serta potensi penyimpangan adat
yang terjadi. Observasi ini membantu peneliti memperoleh data kontekstual, yang mungkin
tidak terungkap melalui wawancara saja (Angrosino, 2016).

Ketiga, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan menelaah Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang BMA Kabupaten Kaur, serta dokumen-dokumen lainnya seperti
notulen rapat adat, berita acara musyawarah, catatan pelaksanaan pesta pernikahan, dan
peraturan adat setempat. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memahami kerangka hukum
dan kelembagaan BMA sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengaturan adat (Bowen,
2009).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh
Miles, Huberman, dan Saldafia (2014), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi
yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif
untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan strategi
BMA. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang didasarkan pada interpretasi
menyeluruh terhadap data, serta diverifikasi melalui triangulasi sumber data dan teknik
pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Lincoln &
Guba, 1985).

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh dan
mendalam tentang strategi dan implementasi BMA Kabupaten Kaur dalam meminimalisir
dampak negatif pesta pernikahan berdasarkan perspektif Figih Siyasah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kaur
memainkan peran penting dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan adat melalui
serangkaian strategi terukur dan berkesinambungan. Strategi tersebut diterapkan untuk menjaga
nilai-nilai adat dan syariat Islam agar tetap terjaga dalam pelaksanaan pesta pernikahan.

Pertama, BMA secara konsisten melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Adat
kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya melaksanakan pesta pernikahan sesuai dengan ketentuan adat dan ajaran
Islam. Melalui penyuluhan ini, BMA menekankan larangan terhadap perilaku yang
bertentangan dengan norma agama, seperti pertunjukan berbau pornografi, konsumsi minuman
keras, dan joget vulgar (Mufid, 2022; Putra & Mahendra, 2023).

Kedua, BMA bertindak sebagai mediator dan penyalur aspirasi masyarakat dalam
menyelesaikan konflik atau perselisihan adat yang kerap muncul seputar pelaksanaan pesta
pernikahan. Sebagai lembaga adat, BMA tidak hanya mendengar aspirasi warga tetapi juga
menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah guna mewujudkan
solusi yang maslahat bagi semua pihak (Rahman et al., 2024).

Ketiga, penegakan sanksi adat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencegah
pelanggaran. BMA mengoptimalkan pemberlakuan sanksi berupa denda adat dan sanksi sosial
bagi individu atau keluarga yang melanggar ketentuan adat terkait penyelenggaraan pesta
pernikahan. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan efek jera serta menjaga keharmonisan
sosial (Syafrudin & Ahmad, 2023).

Keempat, BMA memperkuat koordinasi lintas instansi, seperti dengan Kantor
Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah setempat. Melalui rapat koordinasi
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rutin, BMA memastikan bahwa pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta prinsip syariat Islam (Zulkarnain et al., 2023).

Kelima, edukasi nilai moral dan keagamaan menjadi pilar penting dalam strategi BMA.
Edukasi ini disampaikan baik melalui pengajian adat maupun dalam forum musyawarah
kampung. Fokus utama edukasi ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih hemat, tidak
berfoya-foya, serta mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan sesuai ajaran Islam (Alamsyah et
al., 2022).

Implementasi Strategi BMA dalam Perspektif Figih Siyasah

Secara teoritis, implementasi strategi BMA ini sejalan dengan prinsip Figih Siyasah.
Pertama, melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah, BMA berusaha mewujudkan kepastian
hukum dan keadilan sosial lewat penguatan Perda Adat sebagai sumber hukum lokal yang sah
(Fauzi, 2023). Perda ini diharapkan menjadi pedoman normatif yang mengikat dan ditaati oleh
seluruh masyarakat adat Kaur.

Kedua, konsep Ahlul Halli wal Aqdi juga direpresentasikan oleh BMA sebagai institusi
yang dipercaya masyarakat untuk menetapkan kebijakan adat yang maslahat. BMA diakui
memiliki otoritas moral dalam mengarahkan masyarakat agar tetap hidup sederhana,
menghindari kemubaziran, dan menjaga keharmonisan sosial sebagaimana prinsip dalam Figih
Siyasah (Latif & Nurhayati, 2022).

Kendala Implementasi

Meskipun BMA telah melakukan berbagai strategi tersebut, penelitian ini
mengidentifikasi sejumlah kendala krusial yang masih dihadapi di lapangan. Di antaranya
adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap isi Perda Adat, sehingga banyak
yang masih melanggar ketentuan adat secara tidak sadar (Amiruddin & Hafidz, 2022). Selain
itu, pengawasan BMA di beberapa kecamatan dinilai lemah, karena keterbatasan sumber daya
manusia dan anggaran operasional (Siregar, 2023). Terakhir, terdapat resistensi dari generasi
muda yang memandang aturan adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan budaya
modern (Nugraha & Fitria, 2024).

Dalam perspektif Figih Siyasah, kendala ini dapat disikapi dengan memperkuat aspek
edukasi dan pembinaan generasi muda, agar mereka memahami nilai maslahat di balik
penerapan adat tersebut. Selain itu, diperlukan sinergi lebih intensif antara BMA, tokoh agama,
dan pemerintah daerah dalam pembaruan konten sosialisasi yang lebih kontekstual dan adaptif
terhadap perkembangan zaman (Kurniawan & Hidayat, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar BMA meningkatkan intensitas dan
kualitas sosialisasi, edukasi berbasis agama, serta pengawasan rutin secara menyeluruh di
seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Kolaborasi dengan tokoh agama, pemuda, dan aparat
pemerintah harus diperkuat guna memastikan adat istiadat tetap terjaga selaras dengan tuntunan
Islam dan kebutuhan zaman modern (Fahmi et al., 2024).

Kesimpulan

BMA Kabupaten Kaur berhasil menerapkan strategi efektif dalam meminimalisir
dampak negatif pesta pernikahan melalui sosialisasi adat, edukasi moral, penegakan sanksi
adat, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Strategi ini sejalan dengan prinsip Figih Siyasah
yang menekankan keadilan, kepastian hukum, maslahat, dan keterlibatan masyarakat. Namun,
tantangan implementasi di lapangan tetap harus diatasi dengan peningkatan sosialisasi,
pemahaman generasi muda, dan pengawasan intensif.
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